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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan 

penelitian ini adalah: 

1. Klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang 

merupakan dasar pelaksanaan outsourcing hanya kegiatan jasa penunjang 

dalam perusahaan pemberi kerja tersebut. Kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 

Kegiatan tersebut, antara lain, usaha pelayanan kebersihan (cleaning 

service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha 

tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di 

pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan 

pekerja/buruh. 

2. Hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan 

pengguna jasa outsourcing terjadi atas dasar perjanjian kerja yang 

dilakukan perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan 

penyedia jasa karyawan outsourcing, sehingga tidak ada hubungan 

perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan 

pengguna jasa. Oleh karena karyawan outsourcing tidak berhak menuntut 

hak-hak normatif sebagai karyawan karena hak itu menjadi tanggung 

jawab perusahaan penyedia jasa karyawan oursourcing. 
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B. Saran 

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali ketentun UU 

Ketenagakerjaan dalam kaitan batasan pekerjaan pokok dan pekerjaan 

penunjang bagi karyawan outsourcing karena perkembangan jenis usaha 

pada saat ini sulit dibedakan antara pekerjaan utama dengan pekerjaan 

penunjang pada suatu perusahaan sehingga yang terjadi karyawan 

outsourcing juga melakukan pekerjaan pokok pada perusahaan di tempat 

kerja sama seperti yang dilakukan karyawan tetap perusahaan itu, tetapi 

hak- hak dari kedua karyawan ini ada perbedaan. 

2. Disarankan kepada perusahaan pengguna karyawan outsourcing dalam 

melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa karyawan 

harus dapat menseleksi perusahaan penyedia jasa dan telah memenuhi 

persyaratan untuk memenuhi hak normative karyawan yang terlihat dari 

perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan penyedia jasa. 
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